BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah serta pemaparan yang telah Penulis paparkan
sebelumnya, maka selanjutnya sampailah Penulis pada pemaparan mengenai
kesimpulan hari hasil penelitian serta analisis yang dilakukan oleh Penulis. Adapun
kesimpulan yang dapat diambil oleh Penulis yaitu :

1. Bahwa alat bukti dari tilang elektronik merupakan suatu perpanjangan tangan
dari alat bukti surat yang mana merupakan alat bukti yang sah menurut undang-
undang jika merujuk pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti tilang
elektronik ini dinyatakan sebagai surat setelah kepolisian berhasil melakukan
verifikasi terhadap hasil tangkapan dari kamera CCTV dan kemudian informasi/
atau dokumen elektronik tersebut di print. Hasil dari print tersebut dapat
dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam
hal ini selain alat bukti surat ada pula alat bukti berupa keterangan terdakwa
yang dapat digunakan sebagai pemenuhan dari Pasal 183 KUHAP yang mana
perlu adanya minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim untuk menyatakan
seorang terdakwa salah atas perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Bahwa efektifitas penggunaan dari sistem tilang elektronik di wilayah Kota
Bandung dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik mulai dari tahap uji coba
sampai dengan pemberlakuan sistem tilang elektronik tersebut. Namun hal yang
perlu untuk menjadi perhatian yaitu jumlah kamera CCTV yang dapat
dipergunakan, dikarenakan dari 21 titip CCTV di wilayah Kota Bandung hanya
terdapat 14 titik yang dapat merekam suatu pelanggaran lalu lintas dan dari ke
14 kamera perekam tersebut sampai penelitian ini dibuat hanya ada 3 kamera
saja yang dapat dilakukan verifikasi oleh pihak kepolisian. Selain itu
pemahaman masyarakat akan proses tilang secara elektronik juga sudah mulai
berkembang dimana hal ini dapat diketahui dari jumlah pelanggar yang telah
melakukan proses pembayaran denda atas pelanggaran yang telah mereka
lakukan.

5.2 Saran
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1. Keabsahan alat bukti elektronik perlu untuk dipertegas sehingga dapat untuk
dijadikan sebagai salah satu penilaian mengenai apakah tilang elektronik ini
efektif atau tidak.

2. Pihak kepolisian diharapkan untuk menggunakan kamera CCTV yang tersedia
dengan maksimal sehingga pengawasan yang dilakukan oleh kamera CCTV
tersebut dapat terlaksana dengan lebih baik, adapun pihak kepolisian lalu lintas
juga dapat perlu untuk lebih mengembangkan kecanggihan dari kamera CCTV
yang saat ini hanya dapat membaca plat nomor saja menggunakan teknologi
Automatic Number Plate Recognition (ANPR) maka kedepannya diharapkan
kamera tersebut juga bisa mendeteksi wajjab dari pengendara kendaraan
bermotor agar tindak penegakan hukum lalu lintas dapat diwujudkan lebih baik

lagi.
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